
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
               PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
                                   NOMOR 10 TAHUN 2013 

 

                                              TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG  

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

              BUPATI TEMANGGUNG, 
 

 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 186 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah bersama Bupati Temanggung telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung  
Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/195/2013   tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013; 

                    b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013; 
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Mengingat  : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ; 

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan; 
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33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2007 Nomor 12); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2008 Nomor 6); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan 

Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2008 Nomor 11); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2008 Nomor 14); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 
Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
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terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, 
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 

Nomor 24); 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2009 Nomor 2); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 
Nomor 17); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6); 
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9); 
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 8); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2011 Nomor 10); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pajak bumi dan bangunan Perdesan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2011 Nomor 21); 

 



7 

 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2011 Nomor 26); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 2); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 4); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); 
61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 6); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); 
65. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); 
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67. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13); 
69. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 15); 
70. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 

Nomor 12); 
71. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2013 Nomor 3); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 9); 

73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
dan 

BUPATI TEMANGGUNG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013. 

 

Pasal 1  
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2013 sebelum dan sesudah perubahan dirinci sebagai berikut: 

1. Pendapatan   

a. Semula Rp991.506.970.000,00 

b. Bertambah Rp  47.665.468.000,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp1.039.172.438.000,00   
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2. Belanja   

a. Semula   Rp1.102.506.970.000,00 

b. Bertambah Rp     72.994.510.163,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp1.175.501.480.163,00 
 

Defisit setelah Perubahan  Rp    136.329.042.163,00  

3. Pembiayaan  

a. Penerimaan 
1) Semula   Rp116.000.000.000,00 

2) Bertambah  Rp  29.787.728.270,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp145.787.728.270,00  

b. Pengeluaran 

1) Semula   Rp   5.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp   4.458.686.107,00 
Jumlah setelah Perubahan  Rp    9.458.686.107,00  
 

Pembiayaan Neto setelah perubahan  Rp136.329.042.163,00 
 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  

setelah perubahan  Rp 0,00 
 

Pasal 2  
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula Rp 84.225.718.000,00 
2) Bertambah  Rp    7.740.824.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp  91.966.542.000,00  

b. Dana Perimbangan 

1) Semula   Rp726.062.537.000,00 
2) Bertambah  Rp  23.610.907.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp749.673.444.000,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

1) Semula   Rp 181.218.715.000,00 
2) Bertambah  Rp   16.313.737.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp197.532.452.000,00  

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan:  

a. Pajak Daerah 
1) Semula   Rp 24.544.270.000,00 
2) Berkurang  Rp     718.170.000,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp 23.826.100.000,00  
b. Retribusi Daerah 

1) Semula   Rp 13.654.385.000,00 
2) Bertambah Rp 1.001.844.000,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp 14.656.229.000,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Semula   Rp 9.057.063.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp 1.774.000.000,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp 10.831.063.000,00  
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

1) Semula   Rp  36.970.000.000,00 
2) Bertambah  Rp    5.683.150.000,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp 42.653.150.000,00  
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan:  

a. Dana Bagi Hasil 
1) Semula   Rp 28.232.623.000,00 
2) Bertambah Rp 23.610.907.000,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp 51.843.530.000,00 
b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula   Rp651.171.674.000,00 
2) Bertambah  Rp   0,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp651.171.674.000,00  

c. Dana Alokasi Khusus 
1) Semula   Rp 46.658.240.000,00 
2) Bertambah  Rp 0,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 46.658.240.000,00 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  
a. Hibah 

1) Semula   Rp 270.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp 781.910.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 1.051.910.000,00  
 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  
1) Semula   Rp  48.002.715.000,00 
2) Berkurang  Rp 16.086.134.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 31.916.581.000,00  

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1) Semula   Rp108.696.000.000,00 
2) Bertambah Rp  27.557.400.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp136.253.400.000,00 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi  
1) Semula   Rp  24.250.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp  4.060.561.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp  28.310.561.000,00 
 

Pasal 3  
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:  
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula   Rp724.388.500.300,00 
2) Bertambah Rp  21.094.787.505,00 
Jumlah setelah Perubahan  Rp 745.483.287.805,00 

b. Belanja Langsung 
1) Semula   Rp 378.118.469.700,00 
2) Bertambah Rp   51.899.722.658,00 
Jumlah setelah Perubahan  Rp 430.018.192.358,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja:  
a. Belanja Pegawai  

1) Semula   Rp 589.998.111.800,00 

2) Bertambah  Rp     7.732.732.985,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp597.730.844.785,00 

b. Belanja Bunga  
1) Semula   Rp  1.380.000.000,00 

2) Bertambah  Rp  68.750.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 1.448.750.000,00 
 
 



11 

 

c. Belanja Hibah  
1) Semula   Rp  57.244.051.000,00 

2) Bertambah  Rp  5.557.518.520,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp62.801.569.520,00 

d. Belanja Bantuan Sosial  

1) Semula   Rp  23.309.441.000,00 
2) Bertambah  Rp  7.160.786.000,00 
Jumlah setelah Perubahan   Rp30.470.227.000,00 

e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 
1) Semula   Rp  4.254.000.000,00 

2) Bertambah Rp 75.000.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp  4.329.000.000,00 

f.  Belanja Bantuan Keuangan  
1) Semula   Rp 47.952.896.500,00 

2) Bertambah Rp 0,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 47.952.896.500,00 

g.  Belanja Tidak Terduga 
1) Semula   Rp 250.000.000,00 
2) Bertambah Rp 500.000.000,00 

Jumlah setelah Perubahan   Rp  750.000.000,00 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja:  
a. Belanja Pegawai  

1) Semula   Rp 35.481.191.600,00 
2) Berkurang Rp  4.059.997.425,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 39.541.189.025,00  

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula   Rp138.007.137.900,00 

2) Bertambah  Rp 24.150.002.835,00 
Jumlah setelah Perubahan  Rp  162.157.140.735,00 

c.  Belanja Modal  
1) Semula   Rp204.630.140.200,00 
2) Bertambah Rp  23.689.722.398,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp228.319.862.598,00 
 

Pasal 4  
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:  
a. Penerimaan 

1) Semula   Rp116.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp  29.787.728.270,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp145.787.728.270,00  
b. Pengeluaran 

1) Semula   Rp 5.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp 4.458.686.107,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 9.458.686.107,00  

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan:  
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya 

1) Semula   Rp 13.327.565.000,00 
2) Bertambah Rp 28.448.982.255,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp 41.776.547.255,00 
b. Pencairan Dana Cadangan  

1) Semula   Rp 12.500.000.000,00 
2) Bertambah Rp     460.094.515,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp 12.960.094.515,00 
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c. Penerimaan Pinjaman Daerah  
3) Semula   Rp 90.172.435.000,00 

4) Bertambah Rp                       0,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 90.172.435.000,00  

d. Penerimaan perhitungan Fihak Ketiga  
1) Semula   Rp 0,00 
2) Bertambah Rp     878.651.500,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp 878.651.500,00 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pembiayaan:  
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 

1) Semula   Rp  1.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp 3.533.609.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 4.533.609.000,00 

b. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga 
1) Semula   Rp 4.000.000.000,00 

2) Bertambah  Rp 925.077.107,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp 4.925.077.107,00 
 

Pasal 5  
 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan  Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah 
dan Anggaran Belanja Daerah;  

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi  Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara;  

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan 

Perjabatan; 

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran ini; 

8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.  
 

Pasal 6  
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional  
pelaksanaan. 
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Pasal 7  
 

Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah 

Kabupaten Temanggung untuk melakukan panarikan pinjaman kepada PT 
Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya 
pada tahun anggaran berjalan. 
 

Pasal 8  
 

(1) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan 
mendesak.Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana 
sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada 

anggaran belanja tidak terduga. 
(2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(3) Keadaan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: 

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 
dan masyarakat; dan 

c. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi yang 

berimplikasi pada beban Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tahun berjalan. 

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud 
ditetapkan. 
 

Pasal 9  
 

(1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau 
keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati. 

(2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.  

(3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, manakala 
perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan 
dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah 
dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman 
jangka menengah. 

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau 
keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan 
dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau 
dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan. 
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Pasal 10  
 

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai 
keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Bupati dapat 

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, baik untuk menambah 
kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan. 
 

Pasal 11  
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung. 
   

 
 
 

 
Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal  10 Oktober  2013 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 
ap 
 

 
         ttd 

M. BAMBANG SUKARNO 
 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal  10 Oktober  2013    
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG 
KEPALA BAPPEDA, 

Cap 
 

 
 

   ttd 
     BAMBANG DEWANTORO 
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